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MENIMBANG : Bahwa untuk mencapail daya guna dan hasil guna pengawas

MENG INGAT

an terhadep pengelolaan Perusahasn Daerah Air Minum =
Kabupsten Daerah Tingkat II NEanjuk sambil menunggu per
setujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa T1
mur, maka dipandang perlu untuk segera membentuk/mene -
tapkan Susunan Keanggotaan Badan Pengawas Perusahagn o
Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Kepu-
tusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ngan:juke

1o Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentamg Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah ; '

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentiuk
an Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Ja
wa Timur 3 )

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Peruszhaan
Daerah juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969

4, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian ; ' .

5, Keputusen Menteri Pekerjsan Umum Nomor 152/KPTS/1991,
tentang Penyerahan Pengelolaan Prasgrana dan Saranae
Air Bersih di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ,
Lamongan, Situbonde, Jombang, Tulungagung dan Kota
madys Blitar kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jame Timur 3

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pendirign Peruszhaan Dae-
rzh Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk,




MEMUTUSKAN

MENETAPKAN ; KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGEAT IT NGANJUK -
TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN FPENGAVAS PERUSAHA
AN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
NGANJUK,

Pasal 1

Membentuk Badan Pengawas Perusghaan Daerazh -
Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan
Susunan Keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran Kepu
tusan ini. '

Pasal 2 _
Badan Pengawas mempunyal tugas untuk melaksa
nakan Pengawasan terhadap pengelolaan FDAM termasuk
pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan.

6 Pasal 3
Dalam melazksanakan tugasnya Badan Pengawas =
mempunyai kewajiban dan wewenang sesual dengan keten
tuan-ketentuan yang berlaku terhadzp Perussghaan Dae-
rah Air Minum, '

Paszal &4
Kewajiban Badan Pengawas sebagaimana dimeksud
pasal 3 Keputusan ini sebagai berikut :

a. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Dae -

" rah mengenai ranecangan rencana kerja dan‘Anggaran
Perusahaan Daerah Air Minum ;
: b, Menilai pelaﬁsanaan Rencana KerJja dan Anggaran o .
Perusahaan Deerah Air Minum ;

c. Mengikuti perkembangan keglatan PDAM dan dalam hal
PDANM menunjukkan geJjala kemundurzn, segera mekspor
kan kepa da Kepela Daerah dengan disertal saran -
atau langkah perbaikan yang harus ditempuh ;

d. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah
terhadap setiap masalah yang dianggap penting bagi
pengelolaen PDAM ;

€. Memberikan laporan kepada Kepala Daerah secara ber
kala ( tribulan dan tahunan ) tentang pelaksanaan
tugasnya.

Pasal 58

Wewenang - Badan Penéawas-sebagaimana dimaksud
pasal 3 Keputusan ini sebagai berikut :

a, Melihat o000 eng




5 B -

a. Melihat buku-buku, surat-surat, dokumen-dokumen =
lainnya dan memeriksa kas (untuk keperluan Verifi
kasi) serta memeriksa kekayaan PDAM ;

b. Meminta penjelasan daril Direksi mengenai segala -
persoalan yang menyangkut pengelolaan PDAM ;

c., Meminta Direksi dan @atau pejabat lainnya  dengan
sepengetahwan Direksi untuk menghadiri rapat Ba-
dan Pengawas

d. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan
terhadap hal-hal yang dibicarakan,

Pasal 6

Masa Jabatan Keanggotaan Badan Pengawas terse
but pasal 1 Keputusan ini selama-lamanya 3 {tiga) ta
hun sejak mulai dilantik dan dapat diangkat kembali-
setelah masa Jjabatan berakhir,

Pasal 7

Segale pemblayaan sebagai akibat dikeluarkan-
nya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapat
an dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Daerah Tingkat II NganJjuk,

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di
tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari -
ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya a-
kan diadakan perubahan sebagaimena mestinya.

Ditetapkan di : NG A NJ UK

BUPATI KEHALA DAE TINGKAT IT
- G ANJJUK

Keputusan ini sisampaikan Drs. IBNU SALAM
kepada :
Ythe 1. Sdr., Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;

2, Sdr. Pembantu Gubernur di -

Kediri ;
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7e

8.

9.

10,

M.

12,

Sdr.

Sdr.

Sdr,

Sdr,.

Sdr,

Sdr.

Sdr.

o -

. Kepala Inspektorat Wilayah

Propinsd Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
Kepala Kantor Wilayah De-
panrtemen Pekerjaan  Umum
Propinsi Jawa Timur di -
Surabaya ;

Kepala Inspektobtat Wilayzah
Kabupaten Daerah  tingkat
IT Nganjuk di Nganjuk ;
Kepala Dinas Pekerjaan U=
mum Kabupaten Daerah Ting
kat II NganJjuk di NganJuik;
Kepala Dinas Kesehatan Ka-~
bupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk di Nganjuk ;
Kepala Bagian Perekonomian
Setwilda Tingkat II -
Nganjuk di NganJuk ;
Kepala Bagian Pemerintahan
Setwilda Tingkat II Nganjuk

. di Nganjuk ;

Kepela Bagian Hukum Setwil

da Tingkat II Nganjuk di
Nganjuk ;

Kepala Bagian Ortala Set-

wilda Tingkat II  Nganjuk

di Nganjuk ;

Kepala Bagian Kepegawaian .
Setwilda Tingkat II Ngan=-

Juk d1 Nganjuk.




LAMPTRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DALERAH
TINGEAT IT NGANJUK
NOMOR 3 148 TAHUN 1991
TANGGAL ¢ s MEI = 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN
DAERAH ATR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

J | NCANJUE
! y
No, ! JABATAN DALAM BADAN ! N A MoA ! JABATAN DALAM DINAS
‘. Ketua merangkap Drs. IBNU SALAM Bupati Kepala Daerah
Anggota Tingkat IT Nganjuk.
2. Sekretaris merang- Drs. RONY SOEFPONO Kepala Bagian Perekonomian
kap Anggota Setwilda Tk. IT Nganjuk.
S Anggota=anggota 1.,FX. SOEDJITC,BA Kepala Bagian Pemerintahan

Setwilda Tk, II Nganjuk,

2o DEAVNL PO K@ Kepala Dinas Pekerjaan U=
mum Kabupaten Dati II Ngan
Juk.

3« Dr. WIATMOKO . {epala Dinas Kesehatan Ka-
bupaten Datl IT Nganjuk.
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Drs., IBNU SALAM



